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WALIKOTA  KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR  48 TAHUN  2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan 

Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang  

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam  Lingkungan  

Propinsi  Jawa Timur,  Jawa  Tengah,  Jawa  Barat  dan  

dalam  Daerah  Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

SALINAN
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tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi 

dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1502);

8. Peraturan  Daerah  Kota  Kediri  Nomor 7 Tahun  2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS 

KESEHATAN.

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

3. Walikota adalah Walikota Kediri.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Kediri.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri. 
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7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah 

unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Kediri yang melaksanakan 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian 

dan ketrampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal  2

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah 

dibidang kesehatan.

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Program;

2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :

1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;

2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan 
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Kesehatan Jiwa.

e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi :

1. Seksi Pelayanan Kesehatan;

2. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah 

Tangga;

3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

f. UPT Dinas; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam menjalankan tugas 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan 

bidang tugasnya.

(7) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf a mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kesehatan serta 

tugas pembantuan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Kepala Dinas 

memiliki fungsi :

a. perumusan kebijakan dibidang kesehatan;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan;
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c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di kesehatan;

d. pelaksanaan administrasi kedinasan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b 

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan penyusunan program, informasi, hubungan 

masyarakat, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan Dinas;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;

b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan Sistim Informasi Kesehatan dan 

kehumasan

c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset

d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, 

perlengkapan, protokol dan surat menyurat;

e. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kearsipan dan perpustakaan

f. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan Perundang-undangan 

dan penataan organisasi

g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di 

lingkungan Dinas Kesehatan Daerah; 

h. pelaksanaan koordinasi tugas bidang-bidang dan UPTD di Lingkungan 

Dinas Kesehatan; dan

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b 

angka 1 mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana 

program, rencana kegiatan dan anggaran;
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b. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun evaluasi rencana kerja, 

rencana program, rencana kegiatan dan anggaran;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

Instansi Pemerintah;

d. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun standar pelayanan minimal 

bidang kesehatan;

e. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun profil kesehatan

f. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun peraturan perundang-

undangan dibidang Penyusunan Program, Informasi dan Humas;

g. menyiapkan bahan koordinasi dan memantau, mengevaluasi serta 

menyusun laporan penggunaan anggaran;

h. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kerjasama dengan institusi 

pendidikan kesehatan dan penelitian dibidang kesehatan;

i. mengelola opini publik, manajemen issu, strategi komunikasi, penanganan 

krisis komunikasi, produksi komunikasi publik dan program kehumasan;

j. melaksanakan peliputan, mendokumentasikan pengelolaan publikasi, 

hubungan media massa dan pengelolaan media sosial, pelayanan informasi, 

komunikasi dan pengaduan masyarakat;

k. menyusun kebijakan dan melaksanakan koordinasi teknis pengelolaan 

sistem informasi dan pengelolaan data dan informasi;

l. melaksanakan pengelolaan dan koordinasi sistem informasi serta 

pengelolaan data dan informasi;

m. memantau dan mengevaluasi serta membuat laporan dibidang pengelolaan 

sistem informasi dan pengelolaan data dan informasi;

n. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi 

dibidang pembiayaan dan evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan;

o. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD 

di lingkungan dinas kesehatan terkait penyusunan program, informasi dan 

humas; dan

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas 

dan fungsinya.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat 

(1) huruf b angka 2 mempunyai tugas :

a. memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur, tata hubungan 

kerja, pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi;



7

b. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan 

kepegawaian;

c. memfasilitasi dan melaksanakan penyusunan analisis jabatan, analisis 

beban kerja dan evaluasi jabatan;

d. melakukan koordinasi dengan lintas sektor urusan formasi pengadaan, 

pendayagunaan, pengembangan, mutasi dan kesejahteraan pegawai;

e. melaksanakan administrasi pengembangan jabatan fungsional tertentu dan 

jabatan administrasi pelaksana;

f. merencanakan kebutuhan, pengamanan, pemanfaatan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana di lingkungan kantor dan pelaksanaan urusan tata 

usaha dan rumah tangga Dinas Kesehatan;

g. melaksanakan pengelolaan dan koordinasi penyimpanan barang medis dan 

non medis;

h. melaksanakan urusan tata persuratan, kearsipan, dokumentasi, 

ketatalaksanaan, kerumahtanggaan dan keprotokolan;

i. melaksanakan penerbitan dan pengelolaan perpustakaan

j. merencanakan kebutuhan dan pengelolaan urusan gaji PNS, verifikasi dan 

evaluasi gaji PNS;

k. melaksanakan analisis, akuntansi dan laporan keuangan

l. melaksanakan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa lingkup Dinas 

Kesehatan;

m. mengkoordinasikan lintas sektor pengadaan barang/jasa lingkup Dinas 

Kesehatan;

n. menyiapkan bahan koordinasi dan pencatatan penghapusan asset;

o. menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan 

satuan kerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan non BLUD serta 

hibah uang/barang/jasa;

p. menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana

perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

q. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD 

di lingkungan Dinas terkait administrasi umum, kepegawaian dan 

keuangan;

r. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

s. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas 

dan fungsinya.
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Bagian Ketiga

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1) huruf c mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, membina, 

mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang 

kesehatan masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang 

Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan 

keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah 

raga;

b. pelaksanaan kebijakan operasional kesehatan keluarga dan gizi 

masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

c. pelaksanaan koordinasi dibidang kesehatan keluarga dan gizi 

masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan 

keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah 

raga;

e. pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga dan 

gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, 

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;

f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan  tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program kesehatan maternal,  neonatal, balita,  anak 

prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, 

lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
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b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan program kesehatan maternal, 

neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi 

dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi 

masyarakat;

c. melaksanakan bahan pelaksanaan kebijakan program kesehatan maternal, 

neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi 

dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi 

masyarakat;

d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, 

petunjuk teknis serta prosedur tetap dibidang kesehatan maternal, 

neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi 

dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi 

masyarakat;

e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman 

umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap 

dibidang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia 

sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, 

perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;

f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan 

supervisi dibidang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, 

usia sekolah,remaja, usiareproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, 

perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;

g. menyiapkan bahan koordinasi tentang kesehatan maternal, neonatal, balita, 

anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga 

berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

program kesehatan maternal, neonatal, balita, anakprasekolah, 

usiasekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, 

perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;

i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :
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a. menyusun rencana program dibidang komunikasi, informasi dan edukasi 

kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi 

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

b. menyusun bahan perumusan kebijakan program dibidang komunikasi, 

informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber 

daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program dibidang komunikasi, 

informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber 

daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, 

petunjuk teknis serta prosedur tetap program dibidang komunikasi, 

informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber 

daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman 

umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap 

dibidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan 

kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat;

f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan 

supervisi dibidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi 

dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat;

g. menyiapkan bahan koordinasi dibidang komunikasi, informasi dan edukasi 

kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi 

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

h. menyusun bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

dibidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan 

kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat;

i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 11

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :
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a. menyusun rencana program dibidang penyehatan air dan sanitasi dasar, 

penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta 

pengamanan limbah rumah tangga dan fasilitas pelayanan kesehatan, 

radiasi, kesehatan dan keselamatan kerja serta kesehatan olahraga;

b. menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang penyehatan air dan 

sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan 

kawasan serta pengamanan limbah rumah tangga dan fasilitas pelayanan 

kesehatan, radiasi,  kesehatan dan keselamatan kerja serta kesehatan 

olahraga;

c. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan program dibidang penyehatan air 

dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan 

kawasan serta pengamanan limbah rumah tangga dan fasilitas pelayanan 

kesehatan, radiasi, Kesehatan dan keselamatan kerja serta kesehatan 

olahraga;

d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, 

petunjuk teknis serta prosedur tetap dibidang penyehatan air dan sanitasi 

dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta 

pengamanan limbah rumah tangga dan fasilitas pelayanan kesehatan, 

radiasi, Kesehatan dan keselamatan kerja serta kesehatan olahraga;

e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman 

umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap 

dibidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan pangan 

dan penyehatan udara, tanah dan kawasan, serta pengamanan limbah 

rumah tangga dan fasilitas pelayanan kesehatan, radiasi, kesehatan dan 

keselamatan kerja serta kesehatan olahraga;

f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan 

supervisi dibidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan 

dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah 

rumah tangga dan fasilitas pelayanan kesehatan, radiasi,  Kesehatan dan 

keselamatan kerja serta kesehatan olahraga;

g. menyiapkan bahan koordinasi tentang penyehatan air dan sanitasi dasar, 

penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta 

pengamanan limbah rumah tangga dan fasilitas pelayanan kesehatan, 

radiasi, Kesehatan dan keselamatan kerja serta kesehatan olahraga;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

dibidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan 
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penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah rumah 

tangga dan fasilitas pelayanan kesehatan, radiasi,  Kesehatan dan 

keselamatan kerja serta kesehatan olahraga;

i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 12

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun dan 

melaksanakan kebijakan dibidang kesehatan meliputi surveilans dan 

imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta 

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  Bidang 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang surveilans epidemiologi dan 

karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit 

tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya 

kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya 

(NAPZA);

b. pelaksanaan kebijakan dibidang surveilans epidemiologi dan karantina, 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, 

penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan 

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);

c. pelaksanaan koordinasi dibidang surveilans epidemiologi dan karantina, 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, 

penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan 

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans 

epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit 

menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak 

menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat 

Adiktif lainnya (NAPZA) serta penanggulangan bencana bidang kesehatan;
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e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang surveilans 

epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit 

menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak 

menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat 

Adiktif lainnya(NAPZA);

f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf d angka 1  mempunyai tugas :

a. menyusun perencanaan program surveilans dan imunisasi serta 

penanggulangan kejadian luar biasa; 

b. menyusun bahan perumusan kebijakan program surveilans dan imunisasi 

serta penanggulangan kejadian luar biasa;

c. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan program surveilans dan imunisasi 

serta penanggulangan kejadian luar biasa;

d. menyusun pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta 

prosedur tetap program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan 

kejadian luar biasa;

e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, 

pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur 

tetap program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar 

biasa;

f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan 

supervisi program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian 

luar biasa;

g. menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lintas sektor 

tentang program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian 

luar biasa;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar 

biasa; 

i. melakukan bimbingan dan pengendalian faktor resiko, pendayagunaan 

sumber daya dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji;
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j. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2  mempunyai tugas :

a. menyusun rencana program pencegahan dan pengendalian penyakit 

menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;

b. menyusun bahan perumusan kebijakan program pencegahan dan 

pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;

c. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan 

pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;

d. menyiapkan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta 

prosedur tetap program pencegahan dan pengendalian penyakit menular 

langsung serta tular vektor dan zoonotik;

e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, 

pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur 

tetap program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung 

serta tular vektordan zoonotik;

f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan 

supervisi program pencegahan dan pengendalian penyakit menular 

langsung serta tular vektor dan zoonotik;

g. melaksanakan koordinasi program pencegahan dan pengendalian penyakit 

menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;

h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, danpelaporan program 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor 

dan zoonotik; 

i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan 

Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2  

mempunyai tugas :
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a. menyusun rencana program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak 

menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta 

kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya 

(NAPZA);

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular, gangguan  indera dan fungsional, 

penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, 

dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, 

penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, 

dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);

d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, 

petunjuk teknis serta prosedur tetap program penyakit tidak menular, 

gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan 

jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);

e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, 

pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur 

tetap program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, 

gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan 

jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);

f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan 

teknis dan supervisi program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak 

menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta 

kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya 

(NAPZA);

g. menyiapkan bahan koordinasi tentang program pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, 

penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, 

dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);

h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program 

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan 

fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, 

Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);

i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
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Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 16

(1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyusun dan 

menyelenggarakan kebijakan dibidang kesehatan meliputi pelayanan 

kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah 

tangga serta sumber daya manusia kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang 

Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan 

kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah 

tangga, sumber daya manusia kesehatan serta jaminan kesehatan;

b. pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan, 

kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga , 

sumber daya manusia kesehatan serta jaminan kesehatan;

c. pelaksanaan koordinasi dibidang pelayanan kesehatan,kefarmasian, alat 

kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya 

manusia kesehatan serta jaminan kesehatan;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan 

kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah 

tangga, sumber daya manusia kesehatan serta jaminan kesehatan;

e. pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan, 

kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga,  

sumber daya manusia kesehatan serta jaminan kesehatan;

f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Seksi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf e angka 1 mempunyai tugas :

a. menyusun rencana program pelayanan kesehatan primer meliputi 

puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik dan praktek 
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perorangan serta mutu dan  akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer 

di semua wilayah;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan 

kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, 

klinik dan praktek perorangan serta mutu, akreditasi fasilitas pelayanan 

kesehatan primer di semua wilayah;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pelayanan kesehatan 

primer dan koordinasi meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, 

ponkesdes, klinik dan praktek perorangan serta mutu, akreditasi fasilitas 

pelayanan kesehatan primer di semua wilayah;

d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, 

petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan kesehatan primer 

dan koordinasi meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, 

klinik dan praktek perorangan serta mutu, akreditasi  fasilitas pelayanan 

kesehatan primer di semua wilayah;

e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, 

pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur 

tetap program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas 

pembantu, ponkesdes, klinik dan praktek perorangan serta mutu, 

akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah;

f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan 

supervisi program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, 

puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik dan praktek perorangan serta 

mutu, akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah;

g. menyiapkan bahan koordinasi tentang program pelayanan kesehatan 

primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik dan 

praktek perorangan serta mutu, akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan 

primer di semua wilayah termasuk Daerah Tertinggal, Perbatasan dan 

Kepulauan (DTPK);

h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas 

pembantu, ponkesdes, klinik dan praktek perorangan serta mutu, 

akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah;

i. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan Pertolongan Pertama 

Pada Kecelakaan (PPPK); 
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j. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan  untuk fasilitas 

pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, 

ponkesdes, klinik, laboratorium, optik, dan pelayanan kesehatan 

tradisional;

k. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang jaminan kesehatan primer;

l. menyusun perencanaan program pelayanan medik dan keperawatan, 

penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan 

bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan 

rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan 

akreditasinya;

m. menyusun bahan rumusan kebijakan program pelayanan medik dan 

keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, 

penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan 

pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas 

mutu dan akreditasinya;

n. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pelayanan medik dan 

keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, 

penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan 

pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk faisilitas 

mutu dan akreditasinya;

o. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, 

petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan medik dan 

keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, 

penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan 

pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas 

mutu dan akreditasinya;

p. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, 

pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur 

tetap program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat 

darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang 

kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumahsakit, serta 

rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;

q. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan 

supervisi program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat 

darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang 
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kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta 

rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;

r. menyiapkan bahan koordinasi program pelayanan medik dan keperawatan, 

penunjang, gawat darurat terpadu termasuk Sistem Penanggulangan Gawat 

Darurat Terpadu (SPGDT), kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana 

bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, 

serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;

s. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat 

terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan

dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit 

pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya; 

t. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan  untuk fasilitas 

pelayanan kesehatan rujukan;

u. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi 

Unit Transfusi Darah;

v. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang jaminan kesehatan rujukan;

w. menyusun perencanaan program, rumusan kebijakan, pelaksanaan 

sosialisasi, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan 

pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi 

termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;

x. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

y. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai 

tugas :

a. menyusun perencanaan program pembinaan dan pengendalian tata kelola, 

produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, pangan 

industri rumah tangga, dan pelayanan kefarmasian;

b. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan tentang program 

pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat 
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publik, obat tradisional, kosmetika, pangan industri rumah tangga, dan 

pelayanan kefarmasian;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program  pembinaan dan 

pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat 

tradisional, kosmetika, pangan industri rumah tangga, dan pelayanan 

kefarmasian;

d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, 

petunjuk teknis serta prosedurtetapprogram pembinaan dan pengendalian 

tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, 

pangan industri rumah tangga, dan pelayanan kefarmasian;

e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, 

pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur 

tetap program  pembinaan dan pengendalian tata kelola produksi dan 

distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, pangan industri rumah 

tangga, dan pelayanan kefarmasian; 

f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan 

supervisi program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan 

distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, pangan industri rumah 

tangga, dan pelayanan kefarmasian; 

g. menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan,pengendalian dan evaluasi 

tata kelola produksi dan distribusi obat publik obat tradisional, kosmetika, 

pangan industri rumah tangga , dan pelayanan kefarmasian;

h. menyiapkan bahan koordinasi tentang tata kelola, produksi dan distribusi 

obat publik, obat tradisional, kosmetika, pangan industri rumah tangga, 

dan pelayanan kefarmasian;

i. menyusun bahan perencanaan, pengadaan, pengelolaan serta pelaporan 

obat buffer provinsi, obat program kesehatan, obat untuk penanggulangan 

Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana dan obat yang bersifat insidentil;

j. menyiapkan bahan rumusan kebijakan untuk penerbitan sertifikat 

produksi pangan industri rumah tangga;

k. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan pengakuan Pedagang Besar 

Farmasi (PBF) cabang dan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT); 

l. menyusun perencanaan program pembinaan dan pengendalian tata kelola, 

produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah 

tangga;
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m. menyiapkan bahan rumusan kebijakan tentang  program pembinaan dan 

pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan 

perbekalan kesehatan rumah tangga;

n. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pembinaandan 

pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan 

perbekalan kesehatan rumah tangga;

o. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, 

petunjuk teknis serta prosedurtetapprogram pembinaan dan pengendalian 

tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan 

kesehatan rumah tangga;

p. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, 

pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur

tetap program pembinaan dan pengendalian tata kelola, Produksi dan 

distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;

q. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan 

supervisi program pembinaan dan pengendalian tata kelola, Produksi dan 

distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;

r. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, pembinaan, pengendalian 

dan evaluasi tata kelola, Produksi dan distribusi alat kesehatan dan 

perbekalan kesehatan rumah tangga; 

s. menyiapkan bahan koordinasi tentang tata kelola, produksi dan distribusi 

alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;

t. melakukan pengawasan terhadap produksi dan distribusi produk alat 

kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

u. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan pengakuan cabang Penyalur 

Alat Kesehatan (PAK);

v. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

w. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.  

Pasal 19

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas :

a. menyusun perencanaan program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan 

dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
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b. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan tentang program

perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya 

manusia kesehatan;

c. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan program perencanaan, 

pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia 

kesehatan;

d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, 

petunjuk teknis serta prosedur tetap program  perencanaan, pengadaan, 

pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;

e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, 

pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur 

tetap program  perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan 

pengembangan sumber daya manusia kesehatan;

f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan 

supervisi program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan 

pengembangan sumber daya manusia kesehatan;

g. menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan dan pengendalian

perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya 

manusia kesehatan;

h. menyiapkan bahan koordinasi tentang perencanaan, pengadaan, 

pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;

i. menyiapkan bahan penyusunan peta sumber daya manusia kesehatan;

j. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pembinaan, 

evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengadaan, pendayagunaan 

dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan; 

k. menyiapkan bahan fasilitasi kebijakan teknis dan standarisasi tenaga 

kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan jabatan 

fungsional;

l. menyiapkan bahan koordinasi registrasi tenaga kesehatan;

m. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan  untuk tenaga 

kesehatan fungsional rumpun kesehatan; 

n. menyiapkan bahan penilaian angka kredit jabatan fungsional rumpun 

kesehatan;

o. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 20

(1) UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan 

teknis penunjang tertentu dibidang kesehatan serta tugas pembantuan.

(2) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT Dinas yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT Dinas beserta tugas 

pokok, fungsi dan uraian tugas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang 

jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 

dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional

senior. 

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota 

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB  VI

TATA KERJA

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, 

Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan 

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 

baik dalam lingkungan masing-masingmaupun antar satuan organisasi di 

lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah 

sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-

masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan.
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(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk 

dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan 

laporan berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan 

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada 

bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 

laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara 

fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PENGISIAN JABATAN

Pasal 23

(1) Pejabat pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai 

Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi

pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Dinas wajib 

memenuhi persyaratan kompetensi :

a. teknis;

b. manajerial; dan

c. sosial kultural.

(3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari 

tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan 

pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.

(4) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur 

dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajeman dan 

pengalaman kepemimpinan.

(5) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam 

hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
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(6) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai 

aparatur sipil negara yang menduduki jabatan struktural dan fungsional 

harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

(7) Kompetensi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan eselon IVa atau 

Jabatan Pengawas.

BAB  VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh UPT Dinas yang ada 

sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugas 

dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota mengenai UPT 

Dinas yang baru.

BAB  IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri 

Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja  Dinas 

Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Noor 52 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 71 Tahun 

2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku kecuali yang mengatur UPTD.
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Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 27 Desember 2016

       WALIKOTA KEDIRI,

                  ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR
Diundangkan di Kediri

pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

      ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
              ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M.
Pembina Utama Muda

NIP. 19581208 199003 2 001
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BAGAN ORGANISASI                      LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN                                   NOMOR     :  48  TAHUN 2016

                                   TANGGAL    : 27 Desember 2016

WALIKOTA KEDIRI,

     ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

KEPALA DINAS

SUB BAGIAN 
PROGRAM

SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEUANGAN

SEKRETARIAT

Kelompok Jabatan 
Fungsional

UPT Dinas

BIDANG KESEHATAN 
MASYARAKAT

SEKSI KESEHATAN 
KELUARGA DAN GIZI

SEKSI PROMOSI DAN 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT

SEKSI KESEHATAN 
LINGKUNGAN, 

KESEHATAN KERJA 
DAN OLAH RAGA

BIDANG PELAYANAN 
DAN SUMBER DAYA 

KESEHATAN

SEKSI PELAYANAN 
KESEHATAN

SEKSI KEFARMASIAN, ALAT 
KESEHATAN DAN 

PERBEKALAN KESEHATAN 
RUMAH TANGGA

SEKSI SUMBER DAYA 
MANUSIA KESEHATAN

BIDANG PENCEGAHAN 
DAN PENGENDALIAN 

PENYAKIT

SEKSI SURVEILANS DAN 
IMUNISASI

SEKSI PENCEGAHAN DAN 
PENGENDALIAN PENYAKIT 

MENULAR

SEKSI PENCEGAHAN DAN 
PENGENDALIAN PENYAKIT 

TIDAK MENULAR DAN 
KESEHATAN JIWA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
     ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M.
Pembina Utama Muda

NIP. 19581208 199003 2 001
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WALIKOTA  KEDIRI


PERATURAN WALIKOTA KEDIRI


NOMOR  48  TAHUN  2016


TENTANG


KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang
: 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;


Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang  Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam  Lingkungan  Propinsi  Jawa Timur,  Jawa  Tengah,  Jawa  Barat  dan  dalam  Daerah  Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);

8. Peraturan  Daerah  Kota  Kediri  Nomor 7 Tahun  2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
: 
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

BAB  I


KETENTUAN UMUM


Pasal 1


Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kota Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.


3. Walikota adalah Walikota Kediri.


4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Kediri.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri. 

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Kediri yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.


BAB II


KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI


Bagian Kesatu


Kedudukan


Pasal  2 


(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan.

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua


Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :


a. Kepala Dinas;


b. Sekretariat, membawahi :


1. Sub Bagian Program;

2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :


1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;


2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;


3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :


1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;


2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;


3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi :


1. Seksi Pelayanan Kesehatan;


2. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;


3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.


f. UPT Dinas; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.


(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing  Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam menjalankan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(7) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III


TUGAS DAN FUNGSI


Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)  huruf a mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kesehatan serta tugas pembantuan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Kepala Dinas memiliki fungsi :

a. perumusan kebijakan dibidang kesehatan;


b. pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan;


c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di kesehatan;


d. pelaksanaan administrasi kedinasan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.


Bagian Kedua


Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, informasi, hubungan masyarakat, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan Dinas;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;

b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan Sistim Informasi Kesehatan dan  kehumasan 


c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset

d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;

e. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kearsipan dan perpustakaan

f. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan Perundang-undangan dan penataan organisasi

g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;  

h. pelaksanaan koordinasi tugas bidang-bidang dan UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan; dan

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6


Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, rencana kegiatan dan anggaran;


b. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun evaluasi rencana kerja, rencana program, rencana kegiatan dan anggaran;


c. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;


d. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun standar pelayanan minimal bidang kesehatan;


e. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun profil kesehatan


f. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun peraturan perundang-undangan dibidang Penyusunan Program, Informasi dan Humas;


g. menyiapkan bahan koordinasi dan memantau, mengevaluasi serta menyusun laporan penggunaan anggaran;


h. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dan penelitian dibidang kesehatan;

i. mengelola opini publik, manajemen issu, strategi komunikasi, penanganan krisis komunikasi, produksi komunikasi publik dan program kehumasan;

j. melaksanakan peliputan, mendokumentasikan pengelolaan publikasi, hubungan media massa dan pengelolaan media sosial, pelayanan informasi, komunikasi dan pengaduan masyarakat;

k. menyusun kebijakan dan melaksanakan koordinasi teknis pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan data dan informasi;


l. melaksanakan pengelolaan dan koordinasi sistem informasi serta pengelolaan data dan informasi;

m. memantau dan mengevaluasi serta membuat laporan dibidang pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan data dan informasi;

n. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dibidang pembiayaan dan evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan;


o. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan dinas kesehatan terkait penyusunan program, informasi dan humas; dan


p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7


Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas :


a. memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur, tata hubungan kerja, pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi;


b. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;


c. memfasilitasi dan melaksanakan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;


d. melakukan koordinasi dengan lintas sektor urusan formasi pengadaan, pendayagunaan, pengembangan, mutasi dan kesejahteraan pegawai;


e. melaksanakan administrasi pengembangan jabatan fungsional tertentu dan jabatan administrasi pelaksana;


f. merencanakan kebutuhan, pengamanan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan kantor dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas Kesehatan;


g. melaksanakan pengelolaan dan koordinasi penyimpanan barang medis dan non medis;


h. melaksanakan urusan tata persuratan, kearsipan, dokumentasi, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan dan keprotokolan;

i. melaksanakan penerbitan dan pengelolaan perpustakaan

j. merencanakan kebutuhan dan pengelolaan urusan gaji PNS, verifikasi dan evaluasi gaji PNS;

k. melaksanakan analisis, akuntansi dan laporan keuangan

l. melaksanakan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa lingkup Dinas Kesehatan;


m. mengkoordinasikan lintas sektor pengadaan barang/jasa lingkup Dinas Kesehatan;

n. menyiapkan bahan koordinasi dan pencatatan penghapusan asset;

o. menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan non BLUD serta hibah uang/barang/jasa;

p. menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

q. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas terkait administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;


r. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

s. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang kesehatan masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :


a. pelaksanaan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;

b. pelaksanaan kebijakan operasional kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;


c. pelaksanaan koordinasi dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;


d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;


e. pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;


f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan  tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:


a. menyusun rencana program kesehatan maternal,  neonatal, balita,  anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;


b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;

c. melaksanakan bahan pelaksanaan kebijakan program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;


d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap dibidang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;


e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap dibidang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;


f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah,remaja, usiareproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;


g. menyiapkan bahan koordinasi tentang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;


h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program kesehatan maternal, neonatal, balita, anakprasekolah, usiasekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;


i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan


j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :

a. menyusun rencana program dibidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;


b. menyusun bahan perumusan kebijakan program dibidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program dibidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program dibidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;


e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap dibidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;


f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

g. menyiapkan bahan koordinasi dibidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;


h. menyusun bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;


i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Pasal 11


Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :

a. menyusun rencana program dibidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah rumah tangga dan fasilitas pelayanan kesehatan, radiasi, kesehatan dan keselamatan kerja serta kesehatan olahraga;


b. menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah rumah tangga dan fasilitas pelayanan kesehatan, radiasi,  kesehatan dan keselamatan kerja serta kesehatan olahraga;


c. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan program dibidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah rumah tangga dan fasilitas pelayanan kesehatan, radiasi, Kesehatan dan keselamatan kerja serta kesehatan olahraga;


d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap dibidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah rumah tangga dan fasilitas pelayanan kesehatan, radiasi, Kesehatan dan keselamatan kerja serta kesehatan olahraga;


e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap dibidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan, serta pengamanan limbah rumah tangga dan fasilitas pelayanan kesehatan, radiasi, kesehatan dan keselamatan kerja serta kesehatan olahraga;


f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah rumah tangga dan fasilitas pelayanan kesehatan, radiasi,  Kesehatan dan keselamatan kerja serta kesehatan olahraga;


g. menyiapkan bahan koordinasi tentang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah rumah tangga dan fasilitas pelayanan kesehatan, radiasi, Kesehatan dan keselamatan kerja serta kesehatan olahraga;


h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah rumah tangga dan fasilitas pelayanan kesehatan, radiasi,  Kesehatan dan keselamatan kerja serta kesehatan olahraga;


i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan


j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 12


(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dibidang kesehatan meliputi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);

b. pelaksanaan kebijakan dibidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);

c. pelaksanaan koordinasi dibidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);


d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta penanggulangan bencana bidang kesehatan;


e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya(NAPZA);


f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13


Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1  mempunyai tugas :

a. menyusun perencanaan program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa; 


b. menyusun bahan perumusan kebijakan program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;


c. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;


d. menyusun pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;


e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;


f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;


g. menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lintas sektor tentang program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;


h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa; 


i. melakukan bimbingan dan pengendalian faktor resiko, pendayagunaan sumber daya dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji;


j. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 14


Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2  mempunyai tugas :


a. menyusun rencana program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;


b. menyusun bahan perumusan kebijakan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;


c. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;


d. menyiapkan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;


e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektordan zoonotik;


f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;


g. melaksanakan koordinasi program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;


h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, danpelaporan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik; 


i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15


Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2  mempunyai tugas :


a. menyusun rencana program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);


b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan  indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);


c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);


d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);


e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);


f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);


g. menyiapkan bahan koordinasi tentang program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);


h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);


i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Bagian Kelima 


Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 16

(1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan kebijakan dibidang kesehatan meliputi pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya manusia kesehatan serta jaminan kesehatan;


b. pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga , sumber daya manusia kesehatan serta jaminan kesehatan;


c. pelaksanaan koordinasi dibidang pelayanan kesehatan,kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya manusia kesehatan serta jaminan kesehatan;


d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya manusia kesehatan serta jaminan kesehatan;


e. pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga,  sumber daya manusia kesehatan serta jaminan kesehatan;


f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan 


g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Seksi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas :

a. menyusun rencana program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik dan praktek perorangan serta mutu dan  akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah;


b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik dan praktek perorangan serta mutu, akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah;


c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pelayanan kesehatan primer dan koordinasi meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik dan praktek perorangan serta mutu, akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah;


d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan kesehatan primer dan koordinasi meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik dan praktek perorangan serta mutu, akreditasi  fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah;


e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik dan praktek perorangan serta mutu, akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah;


f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik dan praktek perorangan serta mutu, akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah;


g. menyiapkan bahan koordinasi tentang program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik dan praktek perorangan serta mutu, akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah termasuk Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK);


h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik dan praktek perorangan serta mutu, akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah;


i. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK); 


j. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan  untuk fasilitas pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik, laboratorium, optik, dan pelayanan kesehatan tradisional;


k. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang jaminan kesehatan primer;


l. menyusun perencanaan program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;


m. menyusun bahan rumusan kebijakan program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;


n. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk faisilitas mutu dan akreditasinya;


o. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;


p. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumahsakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;


q. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;


r. menyiapkan bahan koordinasi program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu termasuk Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;


s. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya; 


t. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan  untuk fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;


u. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi Unit Transfusi Darah;


v. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang jaminan kesehatan rujukan;


w. menyusun perencanaan program, rumusan kebijakan, pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;


x. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

y. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18


Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas :


a. menyusun perencanaan program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, pangan industri rumah tangga, dan pelayanan kefarmasian;


b. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan tentang program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, pangan industri rumah tangga, dan pelayanan kefarmasian;


c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program  pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, pangan industri rumah tangga, dan pelayanan kefarmasian;


d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedurtetapprogram pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, pangan industri rumah tangga, dan pelayanan kefarmasian;


e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program  pembinaan dan pengendalian tata kelola produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, pangan industri rumah tangga, dan pelayanan kefarmasian; 


f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, pangan industri rumah tangga, dan pelayanan kefarmasian; 


g. menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan,pengendalian dan evaluasi tata kelola produksi dan distribusi obat publik obat tradisional, kosmetika, pangan industri rumah tangga , dan pelayanan kefarmasian;


h. menyiapkan bahan koordinasi tentang tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, pangan industri rumah tangga, dan pelayanan kefarmasian;


i. menyusun bahan perencanaan, pengadaan, pengelolaan serta pelaporan obat buffer provinsi, obat program kesehatan, obat untuk penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana dan obat yang bersifat insidentil;


j. menyiapkan bahan rumusan kebijakan untuk penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga;


k. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT); 


l. menyusun perencanaan program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;


m. menyiapkan bahan rumusan kebijakan tentang  program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;

n. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pembinaandan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;


o. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedurtetapprogram pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;


p. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pembinaan dan pengendalian tata kelola, Produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;


q. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pembinaan dan pengendalian tata kelola, Produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;


r. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi tata kelola, Produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; 


s. menyiapkan bahan koordinasi tentang tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;


t. melakukan pengawasan terhadap produksi dan distribusi produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.


u. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan pengakuan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);


v. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

w. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

Pasal 19


Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas :


a. menyusun perencanaan program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;


b. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan tentang program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;


c. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;


d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program  perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;


e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program  perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;


f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;


g. menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan dan pengendalian perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;


h. menyiapkan bahan koordinasi tentang perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;


i. menyiapkan bahan penyusunan peta sumber daya manusia kesehatan;

j. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan; 


k. menyiapkan bahan fasilitasi kebijakan teknis dan standarisasi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan jabatan fungsional;


l. menyiapkan bahan koordinasi registrasi tenaga kesehatan;


m. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan  untuk tenaga kesehatan fungsional rumpun kesehatan; 


n. menyiapkan bahan penilaian angka kredit jabatan fungsional rumpun kesehatan;

o. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV


UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 20


(1) UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang kesehatan serta tugas pembantuan.


(2) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT Dinas beserta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.


(2) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior. 

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB  VI

TATA KERJA

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masingmaupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.


(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.


(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.


(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.


(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.


(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII


PENGISIAN JABATAN


Pasal 23

(1) Pejabat pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


(2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Dinas wajib memenuhi persyaratan kompetensi :


a. teknis;


b. manajerial; dan


c. sosial kultural.


(3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.


(4) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajeman dan pengalaman kepemimpinan.


(5) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

(6) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan struktural dan fungsional harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

(7) Kompetensi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 24

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.


(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.


(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.


(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.


BAB  VIII

KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh UPT Dinas yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota mengenai UPT Dinas yang baru.

BAB  IX 


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja  Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Noor 52 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali yang mengatur UPTD.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.


Ditetapkan di Kediri


pada tanggal 27 Desember 2016

       WALIKOTA KEDIRI,

                  ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri


pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

      ttd.

 BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO


BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 49



BAGAN ORGANISASI
                     LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

DINAS KESEHATAN
                                  NOMOR     :  48  TAHUN 2016



                                   TANGGAL
   : 27 Desember 2016





















WALIKOTA KEDIRI,


     ttd.
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SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA 





UPT Dinas





SALINAN





Salinan sesuai dengan aslinya


a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI


Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


		              ttd.





MARIA KARANGORA,S.H,M.M.


Pembina Utama Muda


NIP. 19581208 199003 2 001
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